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Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Perpres Nomor 95 Tahun 2018

Akselerasi [1]
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1. RB Pengentasan Kemiskinan, 
2. RB Peningkatan Investasi, 
3. RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, 
4. RB Digitalisasi Pelayanan Administrasi 

Pemerintahan

ARAHAN PRESIDEN
Reformasi Birokrasi

1. Birokrasi yang berdampak dirasakan 
langsung oleh masyarakat,

2. Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, 
3. Birokrasi yang lincah dan cepat.

Terjemahan ARAHAN PRESIDEN
Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak

M. Azwar Anas, MenpanRB

SPBE Sebagai ALAT Reformasi Birokrasi [2]

Layanan Dasar: 
pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan umum dan 
penataan ruang, 
perumahan rakyat, 
ketentraman, ketertiban 
umum, dan 
perlindungan 
masyarakat dan sosial 
(Perpres 132, Hal 7)



14 Komponen SPBE (Perpres 95, 2018): Ringkasan by Toni D S, ITS (modifikasi)

1. Layanan SPBE
2. Proses Bisnis
3. Data dan Informasi
4. Aplikasi SPBE
5. Infrastruktur SPBE
6. Keamanan SPBE
7. Arsitektur SPBE (Meliputi : 1-6 

Komponen diatas dan keterkaitannya)
8. Manajemen SPBE
9. Penyelenggara / SDM SPBE

10. Peta Rencana 
11. Rencana dan Anggaran
12. Kebijakan Internal
13. Pemantauan dan Evaluasi
14. Audit TIK

KEBIJAKAN INTERNAL 
(PerKada)

MONEV BERKALA
(Tahunan)

DOKUMENTASI 
(Repository)

Cakupan Komponen SPBE 
Perpres 95, 2018

Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan dan 
Penyelenggara SPBE
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Arsitektur SPBE sebagai Framework di Layanan Digital Pemerintahan

Strategic Level

O
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l

Perpres No. 132/2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional



TIMELINE PELAKSANAAN EVALUASI 
SPBE TAHUN 2023

SCOPE KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

STAGE 1 PERSIAPAN DAN KOORDINASI KEGIATAN

Penyelesaian Pending Matters 2022

Penetapan KepmenPANRB tentang Hasil Tauval Tahun 2022

Penetapan perubahan KepmenPANRB Juknis Tauval

Kerja sama Perguruan Tinggi (25 PT – 2022, + 3 PT – 2023)

Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

TOT dan Seleksi Asesor Eksternal PT (130 Asesor Eksternal)

Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2023

STAGE 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

Penilaian Mandiri oleh 635 IPPD 

Penilaian Dokumen oleh Asesor Eksternal 

Penilaian Interviu oleh Asesor Eksternal 

Penilaian Visitasi (70 IPPD) 

Reviu dan Harmonisasi

Penyusunan Analisis dan Rekomendasi Asesor Eksternal

STAGE 3 PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Konsolidasi dan Finalisasi Tabulasi Hasil Evaluasi SPBE 2023

Penetapan KEPMEN Hasil Evaluasi SPBE 2023

Pengumuman Hasil Evaluasi SPBE 2023

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE 2023



TAHAPAN PENTING BAGI ASESOR INTERNAL IPPD
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 2023

SOSIALISASI PENILAIAN 
MANDIRI

INTERVIU

Asesor internal IPPD 
mengikuti 
Sosialisasi 
Pelaksanaan Tauval 
SPBE Tahun 2023 
yang 
diselenggarakan 
oleh Kementerian 
PANRB

Asesor Internal IPPD 
melaksanakan 
penilaian mandiri 
dengan menjawab 
pertanyaan, 
dengan memberi 
penjelasan dan 
menyertakan 
bukti-bukti 
pendukung.

Asesor Internal IPPD 
memberikan 
jawaban atas 
klarifikasi dan 
validasi yang 
dilakukan oleh 
Asesor Eksternal 
terhadap 
penjelasan dan 
bukti pendukung 
yang disampaikan

Untuk memperkecil diskrepansi 
pemahaman antar personil Asesor 

Internal, sehingga dapat memastikan 
bahwa substansi masing-masing 

indikator penilaian dapat dipahami 
bersama

Agar dapat melibatkan seluruh unit 
kerja/perangkat daerah terkait, 
sehingga dapat mengoptimalkan 

data dukung yang akan disampaikan

Menyamakan persepsi antara 
Asesor Eksternal dan Asesor 

Internal, sehingga dapat 
memastikan relevansi dan validitas 

data dukung. Agar IPPD memastikan 
untuk mengupload data tambahan 

yang dibutuhkan oleh Asesor 
Eksternal
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LUPAKAN

SPBE

STRATEGI-1



“Menganggap bahwa SPBE hanya merupakan 
pembangunan/pengembangan aplikasi”

MITOS yang Harus Dilupakan OPD

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

Proses Bisnis, Layanan, 
Kebijakan, Perencanaan, 
Pengelolaan

#1



“Menganggap SPBE semata-mata hanya menjadi tanggung jawab 
unit kerja yang terkait dengan TIK, sehingga enggan berpartisipasi dan 
melakukan kolaborasi penerapan SPBE”

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

MITOS yang Harus Dilupakan OPD

#2

47
 In

di
ka

to
r

32 urusan

Padahal urusan bidang semua ada di OPD (terkait dengan Pemerintahan, 
Permendagri 90, 2019)



“Mengasumsikan bahwa penerapan SPBE memerlukan pembentukan 
unit kerja baru”

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

#3

MITOS yang Harus Dilupakan OPD



“Menganggap bahwa kebijakan SPBE menambah rantai 
birokrasi bagi Pemda”

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

#4

MITOS yang Harus Dilupakan OPD



“Menganggap Evaluasi SPBE sebagai ajang Penilaian Semata 
(Administratif)”

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

#5

MITOS yang Harus Dilupakan OPD



“Menganggap setelah pada index tinggi kemudian 
bersantai”

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

#6

MITOS yang Harus Dilupakan OPD

Pencapaian Indeks adalah 
dampak atas pelaksanaan 
SPBE dengan baik



“Menganggap bahwa melaksanakan SPBE 
harus menggunakan anggaran tambahan 
yang dialokasikan khusus”

MITOS yang Harus Dilupakan OPD

Sumber Modifikasi Buku Saku SPBE

SPBE dijalankan untuk keberlanjutan 
pemerintahan dan peningkatan layanan terbaik 
untuk masyarakat, anggaran khusus adalah 
“suplemen”

#7



STRATEGI-2

Penyusunan dan Penetapan 
Regulasi Daerah



PermenpanRB No. 59/2020 Tentang 
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Perpres No. 95/2018 
Tentang SPBE

KepmenpanRB No. 962/2021 
Tentang Pedoman Pemantauan dan 
Evaluasi SPBE

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan 
dan akuntabel.

Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan 
Melalui Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

TU
JU

AN
SE MenpanRB No. 18/2022 Tentang 
Keterpaduan Layanan Digital Nasional 
Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan 
Peta Rencana SPBE

KERANGKA KERJA 
REGULASI NASIONAL

Perannya

Domain, Aspek dan Indikator yang harus IPPD 
ukur dengan melakukan pemantauan dan 
evaluasi mandiri dalam tata kelola pemerintahan

Tata cara dan pedoman  IPPD untuk melakukan 
pemantauan dan evaluasi mandiri

Bertujuan untuk memastikan keterpaduan 
penerapan SPBE di IPPD guna terwujudnya 
layanan digital nasional yang terpadu.

Perpres No. 132/2022 
Tentang Arsitektur SPBE 
Nasional



PermenpanRB No. 59/2020 Tentang 
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Perpres No. 95/2018 
Tentang SPBE

* KepmenpanRB No. 962/2021 
Tentang Pedoman Pemantauan dan 
Evaluasi SPBE

Pergub 9 Tahun 2018 Tentang SPBE 
Pergub 37 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi

DA
ER

AH
SE MenpanRB No. 18/2022 Tentang 
Keterpaduan Layanan Digital Nasional 
Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan 
Peta Rencana SPBE

KERANGKA KERJA 
REGULASI DAERAH

Perannya

Domain, Aspek dan Indikator yang harus IPPD 
ukur dengan melakukan pemantauan dan 
evaluasi mandiri dalam tata kelola pemerintahan

Tata cara dan pedoman  IPPD untuk melakukan 
pemantauan dan evaluasi mandiri
Indikator Layanan PBJ dan Indikator Layanan 
Publik

Bertujuan untuk memastikan keterpaduan 
penerapan SPBE di IPPD guna terwujudnya 
layanan digital nasional yang terpadu.

Perpres No. 132/2022 
Tentang Arsitektur SPBE 
Nasional

….. Perkada di Seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat

KepmenpanRB No. 965/2021 
Tentang Tugas dan Tata Kerja Tim 
Koordinasi SPBE Nasional

Pedoman tata tugas tim koordinasi nasional 
untuk penyelenggaraan SPBE secara nasional 
(dapat diadopsi di daerah)



Menyusun Arsitektur
Sebagai Komponen Dari Reformasi 

Birokrasi Tematik Berdampak

STRATEGI-3



Ilustrasi - Rumah Kecil (Lembaga Kecil)

(Romi SW, Brainmatic)

Perlu Arsitektur



Ilustrasi - Rumah Besar (Lembaga Besar)

(Romi SW, Brainmatic)

Perlu Arsitektur



Kenapa Perlu EA? | Harmonisasi Visi Misi

(Romi SW, Brainmatic)



Goals: Harmonisasi Organisasi

Sumber: Paparan KemenpanRB

Peran Bag/Biro 
Ortala



Kerangka Kerja Arsitektur

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 
bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur 
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan 
layanan pemerintah yang terintegrasi

sumber: Paparan Menpanrb
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Identifikasi Arsitektur SPBE 

sumber: Modifikasi Paparan Menpanrb

Perda/Perkada Strategis Pemda (RPJMD/RPD/Renstra OPD)
Permendagri, PermenpanRB, Permenkominfo, Permen PPNBappenas
Kajian Smart City, Smart Province dan Blueprint

Id
en

tif
ik

as
i

Pengelompokan Pemodelan



sumber: Modifikasi Paparan Menpanrb

Mekanisme Pendefinisian Arsitektur

Layanan : diidentifikasi sesuai TUSI
Probis : Aktivitas utama sehingga 
layanan terselenggara
Data Informasi : ragam data 
kelolaan dalam menjalankan 
aktivitas

Aplikasi: diidentifikasi alat 
bantu yang digunakan untuk 
menyelenggarakan layanan 
dan mengolah data
Infrastruktur : perangkat 
pendukung untuk 
menjalankan layanan

Keamanan: perangkat, SOP 
tata kelola untuk pengamanan 
layanan
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Arsitektur Layanan

Domain Layanan

Secara umum dibagi menjadi 2:
Layanan Publik

- G2C dan G2B
Layanan Administrasi Pemerintahan

- G2E dan G2G

Perpres 132, 2022 : h30 dok 
Arsi SPBE Nasional
https://drive.google.com/file/d/1h30eJzrf
P6viRlAzhc2GPTD8brr-OvRj/view?usp=
share_link 

https://drive.google.com/file/d/1h30eJzrfP6viRlAzhc2GPTD8brr-OvRj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h30eJzrfP6viRlAzhc2GPTD8brr-OvRj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1h30eJzrfP6viRlAzhc2GPTD8brr-OvRj/view?usp=share_link


Struktur dan Keterkaitan Antar Domain
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Arsitektur
Proses Bisnis

Domain
Proses
Bisnis

Dalam Perpres SPBE dikatakan bahwa 
layanan adalah keluaran yang 
dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa 
fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki 
nilai manfaat



Struktur dan Keterkaitan Antar Domain
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Arsitektur Data Informasi

Domain Data dan Informasi

Prinsip yang Perlu diperhatikan:
1) Data harus dikumpulkan dan 
dipelihara secara terintegrasi untuk 
mendukung kebutuhan; 
2) Data merupakan aset yang dapat 
diperbarui dan dapat digunakan 
kembali; 
3) Data harus mempunyai kualitas dan 
integritas setinggi mungkin untuk 
dapat digunakan dalam mengambil 
keputusan; 
4) Data harus disimpan atau 
ditempatkan di struktur dan lokasi 
paling sesuai untuk pemanfaatan yang 
optimal; 
5) Data yang sifatnya dinamis harus 
diperbaharui setiap saat; 
6) Data harus bisa dibagi pakaikan 
untuk kebutuhan bersama



Struktur dan Keterkaitan Antar Domain
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Domain Aplikasi

Prinsip yang Perlu diperhatikan:
1. Taksonomi referensi arsitektur 

aplikasi disusun berdasarkan pada 
struktur adaptif yang memungkinkan 
terjadinya pengembangan dan atau 
pengintegrasian fungsi lain/baru 
dalam penyediaan kemampuan TIK; 

2. Aplikasi yang berorientasi pada 
layanan;

3. Didefinisikan sebagai hirarki 
komponen aplikasi;

4. Dirancang untuk mempromosikan 
kemudahan penggunaan, 
aksesibilitas, dan pelaporan;

5. Berbasis standar terbuka (open 
source);

6. Terkorelasi dengan arsitektur 
layanan, dan arsitektur data melalui 
hubungan yang teridentifikasi dan 
didukung arsitektur keamanan yang 
didefinisikan

Arsitektur Aplikasi SPBE



Struktur dan Keterkaitan Antar Domain
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Arsitektur 
Infrastruktur SPBE

Domain Infrastruktur

Prinsip yang Perlu diperhatikan :
1. Taksonomi referensi arsitektur 

infrastruktur harus mudah beradaptasi 
dengan kebutuhan masa depan, dan 
mengakomodasi teknologi baru; 

2. Didefinisikan sebagai hirarki elemen 
infrastruktur TIK; 

3. Dirancang untuk mempromosikan 
kemudahan penggunaan, aksesibilitas, 
dan pelaporan; 

4. Memfasilitasi layanan dan 
interoperabilitas bersama; 

5. Berbasis standar umum (open 
standard);

6. Dapat digunakan untuk mendukung 
referensi arsitektur aplikasi dan 
referensi arsitektur data melalui 
hubungan yang terindikasi dan 
didukung oleh referensi arsitektur 
keamanan.



Struktur dan Keterkaitan Antar Domain
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Arsitektur Keamanan SPBE

Domain 
Keamanan

Perlu ada:
Standar Keamanan
Penerapan Keamanan
Kelaikan Keamanan

Focus Pada :
1. Keamanan Data / Informasi
2. Keamanan Aplikasi
3. Keamanan Jaringan
4. Keamanan Infrastruktur

Rekomendasi :
1. Penentuan teknologi database
2. Penentuan teknologi aplikasi
3. Penentuan lokasi server dan konfigurasi 
yang perlu dilakukan



Struktur dan Keterkaitan Antar Domain



APLIKASI

DATA

PROBIS

LAYANAN

Perangkat Daerah 
(OPD) - DLHK

Layanan Sistem Data 
dan Pelaporan 

Lingkungan Hidup

Layanan Perizinan 
Khusus Lingkungan

Pengelolaan Sistem Data Pelaporan 
dan Penilaian Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan 

Pengelolaan Sistem 
Informasi Perizinan Dokumen 

Lingkungan Hidup

Pengelolaan Data 
Pelaporan 

Pengelolaan Limbah

Pengelolaan Data 
Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup

Data-2Data-1Data Pengelolaan 
Limbah

Data Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup Data-3

Aplikasi-1SIRAJAIKLH Aplikasi-3

Cascading | Hirarki Arsi



Prinsip Penyusunan Proses Bisnis

PRINSIP-1
Pengelompokkan dilakukan 

berdasarkan kegiatan bukan 
berdasarkan unit organisasi. 

PRINSIP-2
Pengelompokan didasarkan pada 
seluruh kegiatan/aktivitas/proses 
kerja yang dilakukan di dalam 
instansi pemerintah
 

PRINSIP-3
Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan 

mudah diimplementasikan
 

Sumber: PermenpanRB No 19 Tahun 2018, Penyusunan Peta Probis Instansi Pemerintah



Tahapan Penyusunan Proses Bisnis
Sumber: PermenpanRB No 19 Tahun 2018, Penyusunan Peta Probis Instansi Pemerintah

Persiapan & Perencanaan

Melakukan  inventarisasi 
rencana kerja jangka 
panjang, rencana kerja 
tahunan, visi, misi, tujuan 
dan sasaran instansi 
pemerintah sehingga dapat 
diketahui aktivitas aktivitas 
(proses kerja) yang ada 
dalam instansi pemerintah 
tersebut

● Pengumpulan Informasi
● Pengorganisasian

Pengembangan

Dilakukan penyusunan peta 
proses bisnis 
organisasi atau business 
process mapping.

Penyusunan peta proses 
bisnis menggunakan level
Penyusunan peta proses 
bisnis menggunakan jenis 
gambar peta

Penerapan / 
Implementasi

Penerapan peta proses bisnis 
dikendalikan oleh unit 
organisasi yang 
secara fungsional 
membidangi tatalaksana

1. Pengesahan Peta Proses 
Bisnis

2. Pendistribusian Peta 
Proses Bisnis

3. Penyimpanan, Penempatan 
dan Pemanfaatan

4. Perubahan Peta Proses 
Bisnis

Pemantauan & 
Evaluasi

Dilaksanakan oleh unit 
organisasi yang mempunyai 
tugas dan fungsi di bidang 
ketatalaksanaan paling sedikit 
satu tahun sekali

menjadi dasar perbaikan dan 
peningkatan peta proses bisnis 
instansi pemerintah dan 
dilakukan untuk memastikan 
implementasi dari proses bisnis 
yang ada telah
mampu memicu kinerja yang 
diharapkan



sumber: Paparan Menpanrb

Semangat Continuous Improvement
Iterasi-1, Iterasi-2 ……….Iterasi-n



Menyusun Peta Rencana
Sebagai Penjabaran Penyelenggaraan SPBE 

Pemerintah Daerah

STRATEGI-4



Mengimplementasikan dan 
memanfaatkan BigData 
menuju Data-Driven 
Government 

Penyusunan Arsi dan Peta Rencana SPBE



















Keterpaduan dan 
Penguatan Koordinasi

STRATEGI-5



KETERPADUAN DALAM PENYELENGGARAAN 
SPBE

56

Keterpaduan penyelenggaraan SPBE dapat dicapai melalui:

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai 
pedoman keterpaduan

• Integrasi dan keselarasan proses bisnis 
pemerintahan

• Integrasi dan keselarasan data
• Integrasi dan keselarasan pembangunan aplikasi
• Integrasi infrastruktur TIK

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

• Pembangunan infrastruktur TIK
• Pembangunan aplikasi
• Perencanaan SDM SPBE
• Perencanaan program kegiatan SPBE

Data dan Informasi SPBE yang terintegrasi dan 
terpadu

• Berbagi pakai data dan informasi
• Penyediaan akses data dan informasi
• Pemenuhan standar interoperabilitas data dan 

informasi

Penguatan Koordinasi antar 
Perangkat Daerah yang terpadu

• Koordinator SPBE Pemda
• Koordinator Kelompok Kerja SPBE
• Pimpinan/Sekretaris Perangkat 

Daerah



Pemahaman Utuh Tentang 
47 Indikator

STRATEGI-6



11. Arsitektur SPBE 
14. Inovasi Proses Bisnis SPBE
27. Penerapan Manajemen Perubahan
40. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Peran Bag/Biro Ortala Aspek-3 TIK
Aspek-6 Audit TIK
Beberapa di Domain Manajemen

Peran Diskominfo



Filosofi Dasar Tingkat Kematangan per Domain

“Mandatnya”-nya sudah 
benar?

Eksekusinya sudah benar? 
(terencana,terpedomani dan direviu 
berkala)

Domain
Kebijakan

Domain
Tata Kelola

Domain
Manajemen

Domain
Layanan

“Pemanfaatan”-nya 
sudah maksimal?

1 2 3 4



5-OPTIMUM

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3-TERSTANDARISASI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN KONSEP KEBIJAKAN

SEBAGIAN

SEMUA

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI, 
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

} Merujuk pada kriteria 
muatan/cakupan, proses 
dan lingkup penerapan

PEMENUHAN KRITERIA UMUM 
DOMAIN KEBIJAKAN

60



5-OPTIMUM

4-TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3-TERSTANDARISASI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN KONSEP/DRAFT DOKUMENTASI TATA KELOLA

SEBAGIAN

SEMUA

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI, 
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

OPTIMALISASI TATA KELOLA BERKESINAMBUNGAN

} Merujuk pada kriteria 
muatan/cakupan, proses 
dan lingkup penerapan

PEMENUHAN KRITERIA UMUM 
DOMAIN TATA KELOLA

61



5-OPTIMUM

4-TERPADU & TERUKUR

3-TERDEFINISI

2-TERKELOLA

1-RINTISAN DILAKSANAKAN TANPA PERENCANAAN

DENGAN PERENCANAAN, NAMUN BELUM
MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN HANYA 
PADA SEBAGIAN UNIT KERJA

KEGIATAN REVIU DAN EVALUASI PADA SETIAP
MANAJEMEN SPBE

DILAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS SECARA
BERKESINAMBUNGAN BERDASARKAN HASIL REVIU
DAN EVALUASI SPBE

DENGAN MENGGUNAKAN PEDOMAN, DITERAPKAN 
PADA SEMUA UNIT KERJA

PEMENUHAN KRITERIA UMUM 
DOMAIN MANAJEMEN

62



PEMENUHAN KRITERIA UMUM 
DOMAIN LAYANAN

63

1. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk 
informasi satu arah.

2. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk 
interaksi dua arah.

3. Layanan SPBE diberikan melalui satu 
kesatuan transaksi operasi dengan  
menggunakan beberapa sumber daya 
SPBE.

4. Layanan SPBE diberikan melalui 
integrasi/ kolaborasi dengan layanan 
SPBE lain.

5. Layanan SPBE telah dilakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas 
menyesuaikan perubahan kebutuhan 
di lingkungan internal dan eksternal.

Kriteria Pemenuhan Tingkat Kematangan Contoh Pemenuhan Data Dukung

Masukan Layanan



STRUKTUR PENILAIAN SPBE DOMAIN 
LAYANAN *
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P
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E

Layanan Administrasi 
Pemerintahan Berbasis 

Elektronik
(bobot per layanan : 2,75% (total 27,5%))

Layanan Publik Berbasis 
Elektronik 

(bobot per layanan: 3% (total 18%))

1. Layanan Perencanaan
2. Layanan Penganggaran
3. Layanan Keuangan
4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Layanan Kepegawaian
6. Layanan Kearsipan
7. Layanan Pengelolaan BMN/BMD
8. Layanan Pengawasan Internal 

Pemerintah
9. Layanan Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi
10. Layanan Kinerja Pegawai

1. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Layanan Data Terbuka
3. Layanan JDIH
4. Layanan Publik Sektor 1
5. Layanan Publik Sektor 2
6. Layanan Publik Sektor 3

Kriteria: Indeks Implementasi Katalog Lokal  di atas 80% 
Mendapatkan tingkat kematangan SPBE nilai 5

Penilaian terhadap fokus utama layanan publik tersebut, akan dilakukan 
pada tahun 2023 dengan melakukan perubahan terhadap 
Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021, 

Menggunakan referensi penilaian dari LKPP 
dengan kriteria yaitu:
Indeks Implementasi Katalog Lokal (Komposit)

Layanan tersebut akan difokuskan terhadap RB Tematik:
• Layanan yang mendukung pengentasan kemiskinan
• Layanan yang mendukung peningkatan investasi
• Layanan yang mendukung prioritas aktual Presiden (inflasi, , 

pengadaan barang/jasa, stunting, dll)

Bobot 
45,5%

64



https://s.id/1y1KQ

KEPMEN 962 Tahun 2021



BELAJARLAH DARI 
EVALUASI LAMPAU

STRATEGI-7



Perencanaan pada manajemen tidak 
diperhatikan

Perencanaan Pada Domain Manajemen

Cakupan pada pelaksanaan tata kelola 
tidak diperhatikan

Cakupan Pada Domain Tata Kelola

Tidak membuat pointing pada level 
kematangan yang diklaim

Pointing Penjelasan Indikator

Pembuktian layanan elektronik terlalu 
sederhana

Bukti Layanan Elektronik

Kerangka, skeleton narasi dan panduan 
tidak diikuti

Kaidah Kepmen 962

Memasukan semua bukti dukung, tanpa 
penjelasan yang sesuai

Bukti Dukung

Kesalahan Umum



Sumber: Paparan debalaks Kemenpanrb



Sumber: Paparan debalaks Kemenpanrb
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Sumber: Paparan debalaks Kemenpanrb



Copyright © 2023 Tim SPBE CFDS-UGM
Materi yang tertulis di dalam slide ini adalah sepenuhnya hak milik CFDS UGM. 
Segala bentuk penyebarluasan tidak diperkenankan tanpa seijin langsung dari 
CFDS-UGM

Terima Kasih
Melalui SPBE, Mari Bergerak Mewujudkan RB Berdampak

https://tinyurl.com/Polman032023


